
BUPATI TAPANULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR
42/PR/2011 TENTANG PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2OIO
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang a. bahwa pelaksanaan dan petunjuk tekhnis
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42lPRl2}ll
tentang pelaksanaan dan petunjuk teknis
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 16 tentang Pqlak Daerah;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor3 Tahun 2O2O
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 tahun 2OlO
tentang Pajak Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka
dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli
Selatan Nomor 42/PR/2O11 tentang Pelaksanaan
dan Petunjuk Tekhnis Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2O1O tentang
Pajak Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19451,

Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor lO92);

c.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 32091;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 3569);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 7997 Nornor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tarnbahanlembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 39871;

Undang-Undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun L997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 13O, Tambahan
Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3988) ;

Undang-Undang Nomor l+ Tahun 2OO2 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan
kmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a 189) ;

Undang-Undang lilomor 77 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2861;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO+ tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indoensia
Nomor aa38l;
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Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara:r
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia
Nomor 50a9);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234l,, sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor
12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 152, Tambahan
l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoensia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2075 tentarg Per-ubahan Kedua Atas Peraturam
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 29O, Tambahan Lembaran
Nega-ra Republik Iadonesia Nomor 5772'i;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OIO
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor 42,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63221;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebaqaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun
2Of5 tentang Peraturan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2O1O tentang
Pqiak Daerah (Lembaran Daera-h Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2OlO Nomor 248,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
SelatanNomor 7 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Seiatan
Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor l4),
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OL9
tentzurg Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 3O0,
Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor 30);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2O2O Nomor 3O7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor 35).

MEMUTUSKAN ;

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI
SELATAN NOMOR 42/PP./2011 TENTANG PELAKSANAAN
DAN PETUNJUK TEKHNIS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 16 TAHUN
20 1 OTENTANG PAJAK DAERAH

Menetapkan
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PASAL I

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Tapanuli
Selatan Nomor 42 Tabun 2Ol7 tentang Pelaksanaan dan
Petunjuk Tekhnis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor 16 Tahun 2OLO tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
2OLL Nomor 121) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur PenyelengEara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urus€Ltr Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

4. Kepala Daerah adalah Bupati thpanuli Selatan;

5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
Daerah dan DPR dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan -yang menjadi kewenangan Daerah;

8. Kewenangan ada-lah Hak dan kewaiiban untuk
menentukan atau mengambilkebijakan dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan;

9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
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10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah luran Wajib yang dilakukan oleh orzulg
pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
untuk membiayai penyelenggara€rn Pemerintah
Daerah dan Pembangunan Daerah;

11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel.

12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,
wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos
dengan jumlah kamar lebih dari lO (sepuluh).

13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oieh restoran.

14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,
ytrrg mencakup juga rumah makan, kafetaria,
kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa
boga/catering.

15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan
hiburan.

16. Hiburan adalah segala jenis tontonan,
pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian
yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

L7. Pajak Reklame adalah pajak ata-s penyelenggaraan
reklame.

18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau
media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh
umum.

19. Pqjak Penerangan Jalan adalah pajak atas
rre.tlosttrtAan tenaga listrik. baik valg dihasilkan
sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
pajak pengambilan mineral bukan logam dan
batuan, baik dari sumber alam di dalam clanf atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
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21. Mineral Bukan l,ogam dan Batuan adalah mineral
bukan logam dan batuan sebaqaimana dimaksud
di dalam peraturan Perundang-Undangan di
bidang mineral dan batubara.

22. Pqiak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan
tempat Parkir di luar badan jdan, baik yang
disediakan berkaitan denga pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kenderaan bermotor.

23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
kenderaan yang tidak bersifat sementara.

24. Pajak Air Tanah adalah pajak yang
pengambilannya dan/atau pemanfaatan air tanah.

25. Air Tanah adalah air yang terdapat datam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas
kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet.

27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga
collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia
maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi
tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah
Kabupaten/ Kota.

30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan pedalaman dan/atau laut.

31. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
NJOP, adalah harga rat-a-rata ytrtg diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru,
atau NJOP pengganti.

32. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan.
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33. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau
badan.

34. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak
atas tanah, termasuk hak pengelolaan,
besertabangunan diatasnya, sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang di bidang
pertanahan dan bangunan,

35. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan
yang dapat dikenakan pajak.

36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayaran pajak dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Perpqjakan Daerah.

37. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak terutang.

38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1

(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunanakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

39. Pajak ytrrg terutang adalah pqiak yang harus
dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun
Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan perpqiakan daerah.

40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

+7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yal:g
selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dartl atau pembayaran pajak dan
/atau harta dan keu.4iiban sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan Daerah.
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42. Surat Pemberitalr.uan Objek Pajak, yang
selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan Daerah.

43. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selajutnya
disingkat SKPD,adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yar;'g digunakan
untuk pemberitahuan besarnya Pajak Burni dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ytrry
terutang pada Wajib Pajak.

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang
masih harus dibayar.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yarag selanjutnya disingfuat SKPDKBT,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang sudah
ditetapkan.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilai yang
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang yang tidak ada kredit
pajak.

49. Surat Ketetapan Pajak I-ebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajak yarlg menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumtah kredit
pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.
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50. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
keputusan yang membetulkan kesalahan tulisan,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan
Perundang-Undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalamPemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nilai, Surat Ketetapan
Pajak Daerah L€bih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nilai, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

53. Putusan Banding adalah putusan Badan
Peradilan Pajak atas handing terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

54. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi keuangan yang meliputi hafta,
kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang
atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
penghimpunan dan pengelola data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan Perpaiakan Daerah.
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56. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang
perpajakan daerah yang tedadi serta menemukan
tersangkartya.

2. Ketentuan Pasal 31 ayat (a) diubah, sehin€ga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3 1

(1) tetap

(2) tetap

(3) tetap

(a) Dalam hal nilai pasar dan hasil produksi Mineral
Bukan logam dan Batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga pasar
yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi
sebogai berikut :

Pasal 41

(1) tetap

(2) tetap

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.

Pasal II

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 42lPR/2Oll
tentang Pelaksanaan dan Petunjuk Tekhnis Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun
2A1A tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 20ll Nomor l2ll, dinyatakan
masih tetap berlaku/atau tidak dicabut sepanjang tidak
Bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
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Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengu.ndangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 16 Febnrari 2021

BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 16 Februari 2O21

SEKRETARI S DAERAH KABUPATEN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 987

dengan aslinya
IAN HUKUM

SII
0508198410I00I

ttd,


